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ANGGARAN PENDIDIKAN

Kawal RUU Sisdiknas agar Tak Terselip Pasal MBG

omtan tetadap progrem
SX‘I;G.;LU Dorgizi Gratis be

lm meredda sefelgh Mah-
Kb Konstitusi memutus-
Fean anggaran program ferse-
bt bk bl dliamabil dari
anggaran pendicikan dalam
APDN, Kind, peratian beralih
ke Kancangan Undang-Undang
Sistem Pendidikan Naslonal
vang dinilai berpotensi mem-
ks jelan g MUG masuk ke
dalm sisten pendidikan,

Kekhawatizan ity muncul
Farena ada Pasal 23 dalam dra
RUU Sisdknas yang heredar
pir & Juli 2026, Meskipun pe-
merintzh dan DPR belum me-
tilis draf resnu, pasal ersebut
Uidga sban menjadi dasar -
s petaksangan MBG di ling-
Kungan sekalah,
Fasal 23 RUU Sisdonas it

erbunyi, “Pemerintuh pusal,
pemierintah dacrah, dan ma-

[ahn peraturan presiden, Nan-
1, jlka aspek kesehatan dima
sttan sehagal sl
komponen utama pendidikan
dalam RUL Sisciknas, hukan
Lk mungkin MDG nantinga
diterjemahkan sebagai bagian
komponen pendidikan melaui
Aturan turunannga,” kata Saf-
riwan Salim, Koordinator Na-
stonal Pechimpunian Pendidik-
an dan Guru (726). Senin
(8/2026),

Paclahal, dalam UL Sisik-
nas Namor 20 Tahun 2003
vany berlaku sekarang Lidak
ada ketentuan vang secara ks
plisit menyebut aspek meng-
upayakan hesehatan sehagai
homponen ulama perdidikan,
Undang-undang ini pula vang
menjaud dasar par majels ha-
kion MK menmutuskin MBG ti-
ak tetmasuk dalam bopo-
et utama pendidikan sehing-
svurabal dkim mengelola pen- g anggarannya harus dikela-
it membertkan upays ke arkan dari anygaran pendick-
stliatan i satwan pendidikan, @
fermasatk upaya kesehatan ji-
wa vang terintegesi dan ter-
il demgan ebijakan kese-
latan nastonal dan fujuan
prendiikan nasional”

Frasa "meniberilan upaya
hesefatan o satuan pendiik-
™ bisa saja ditadsirkan scha-
i pelaksanan program MHG,
lal ind berpotensi membuat
putusan MK dighaikan dan
MG tetap bisa mctgambil "Jadi, pintu masuknya bu
dlam ot anggtoran pendidik-—an lagd melabat pengangigaran,
i, inelainkan melalui peruhaban

"t ini MBG distur me-— substanst undang-undang, [t

pendidikan, berarti herter-
langan dengan du putusa
MK iUk}IHnU.\“- it

Darmaningtyss dan Satti-
wan Salim yang fergabung da-
L Koallsi Selamathan Pen-
didikan Indonesia mendesak
pemerintdh dan DPR untuk
ransparin dan nwn\'mpk-‘m
prinsip partisipasi hermakia
dalem pembelasan RUU Sis-
iknas. Hingga Kini, masyara-
& fat belum Tmempenoleh dses
lechaa dral resmi RUL Sis-
dliknas, sementaa dokumen
ang beredlar lugs Justru
erasal dari fuar situs resmi
[PR.

“Pembahasan RUU i s
ngal ek transparan. Kalau
melihat strukturmya sajo, su-
lab terlihet hahwa penyusin-
1ya tidak mensahami struktur
peyusunan undng-undang
atgupun substasi persoalan
pendidikan,” ucap Darmaning-
tys.

Senentara anggota Konisi
IR, Alwdul Fikri Fagh, me-
Iyatakan, putusan MK juga
* akan menjark pechalian Jeis-
latifdadam perubahasan BUU
Stsdiknas. Meski RUU ini fidak
Inengatur seeds el hiekge-
i ageram, putusan MK
alian dijadikan rojukan dalam
mertmuskan narma mengendi
anggaran pendidikan agar ti
lak menimhulkam penafsiran

Terlefh Tagi, lanju Salr-
wa, putusan MK memberi
wikin lama b pemerintah
Atk ez dan mengesah-
kan B Sisihknas, Kekhawa-
tiran dhu bitkan beret meo-
Lk progrim MEC, melainkan
Inengingatkan agar putusa
VIR fidak dilemahlan melaui
petubihion regulast di tinghat

undang-undang,

Petuaas Satuan Pelavamn Pomenuhon Gizi (SPPG) Sukarame membawa paket Makan Bergizi
Cirstis (MBG) merugt pershu yiny menghubungkan antackampung o Bendungan Karian,

Kecanatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (28/7/2026),

yang: kami Khawatickan, " veap- - DPR seharusnys menjadikan
Iy patusan MK sehagad rujukan
Pemerhati pendidikan sek-— ulama delam penvusun RUL
lgus Penasibiat Persatuan ke Sisdiknas, Setiap pasal yang di
uargs Beser Tamansiswa rancang itk holeh herten-
(FRDVTS), Dartnaningtyas, me- Langan dengan pulusan itu.
ngemukalan, pemerintal dan— "Tidak boleh gl meneli-

Furg pulusan MK, Apalag, pu-
e tauny il meouperkuat
putusan MK sehelimnys me-
noenal pendidikan dasar gratie.  yang terdalu Juas

Jadi, kalaw nanti R = "Tutusan MK ini akan men-
s mengakomodisi MBG se- Jadi catatan penting bag DER
bagai baglan dart komponen  sehingga pengaturan mengenai

angigaran pendidikan delam
QU Sisdiknas ke depan tidak
hanya menegaskan amanat
LU, belapd juga lebih spesifih
untuk kepentingan pendidik-
an" kata Pl

Amanat konstitusi

Wakil Ketua Komisi X DI
Kurnfasth Mufdayat mene-
daskan, pihaknya skan menga-
wal penyustinan APTN pad
talun-tahun mendatang agar
amanal konslilust mengenai
alokast anggaran pendidikan
et Lerjage. Dia mendonng
pemerintah untuk menyizpkan
perencanian fiskal agar pelak-
sanaan putusan MK tidak me-
ndurang kualilas Lavanan pen-
didkan ataupun keberlanjutan
prigram MBG.

" Jangan samypai muncul nz-
rasi seolah-lah harus memilih
salah satu, Pendidilan yang
Derkialitas membutubkan
nal-anak; vang sehat dan ber-
Iz, Senientar program gizi
s Dk jugh harus berjelan
beriringan dengan peningkatun
mutu pendiilikan,” katanyi.

Proses pembabasan RUU
Sisikras di DPR ki mengai
eI penting untuk mensas-
Hikm itk it helentuan haru
vang bertentangan denga pu-
ussan Mahkamah Konstitusi
ataupuon Biengubah miakng
kamponen utama pendicikan
seltingga membuka jalan bagi
MHG kembali dibiayal melalui
nggaran pendidikan.
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